
LAPORAN PENELITIAN 

PENGEMBANGAN MATERI PEMBELAJARAN 

PENDIDIKAN KEWARGANEGARkAN 

( SUATU STUD1 DI SMA KOTA PADANG ) 

Peneliti 

KOLEKSI . k\ 

II!!.INVENTARIS \ c%ikd /,,I, . pfl (I 
v! f inlrlu . . .ACI : _ - -  

Dibiayai oleh :..- 
---  
"i 

DIPA Universitas Negeri Padang Tahun 20 10 
Nomor:O 1261023-4.217IV2009 tanggal 3 1 Desember 2009 

PROD1 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 
JURUSAN ILMU SOSTAL POLITIK 
FAKULTAS ILMU - ILMU SOSIAL 

UNIVERSITAS NEGRl PADANG 
201 0 . , . - ,  



ABSTRAK 

Warga Negara yang baik, cerdas, bertanggung jawab, demokratis sesuai dengan 
nilai-nilai l'ancasila dan UUD 1945 masih jauh dari h~rapan yang ditandai oleh berbagai 
pristiwa yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seperti anarkis, unjuk 
rasa dengan kekerasan, tidak peduli kepada orang lain, dsb. Pembentukan w2rga negara 
yang baik tersebut merupakan tugas pokek Pendidikan Kewarganegaraan (F'Kn). 
Keberhasilan guru PKn dalam melaksanakan pembelajaran ditentukan oleh banyak falitor 
diantaranya yang sangat menentukm adalah materi pembelajaran yang dikembangkan 
oleh guru. Bertelak dari ha1 demikian masalah penelitian ini adalah bagaimana gambaran 
materi pembelajaran dan cara guru mengembangkan atau mengkonstruksi materi 
pembelajaran yang akan digunakamya dalam proses pembelajaran di Sekolah Menengah 
Atas Kota Padang.? Tujuan penelitian untuk rnengetahui lebih jelas cara guru 
mengembangkan materi dan gambaran materi pembelajaran PKn di SMA Kota Padang. 

Metode penelitian yang digunakan pada dasarnya kualitatif dengan sedikit 
menggunakan prinsip-prinsip kuantitatif. Informan penelitian adalah guru-guru PKn, 
Pengawas sekolah, dan Kepala sekolah. Data dikumpulkan melalui wawancara, angket, 
studi d~kumentasi,  serta diolah secara kualitatif. 

Berdasarkan metode diatas di temukan bahwa guru telah melakukan 
pengembangan materi pembelajaran menurut langkah-langkah tertentu yang jelas namun 
masih belum menganalisis SK dan KD secara lebih baik. Guru mengembangkan KD 
kedalam bentuk indikator dan tujuan dengan mempedomani buku-buku PKn yang ada. 
Gambaran materi pembelajaran yang dikembangkan pada umurnnya sudah sesuai dengan 
SK dan K D  yang ada dalam kurikulum yang meletakan prinsip demokrasi sebagai titik 
sentral. Dari 6 semester di SMA hanya satu semester yang tidak memuat prinsip 
demokrasi. Suatu ha1 yang perlu disempurnakan dalam mengembangkan materi adalah 
perlunya keterpaduan prinsip-prinsip demokrasi itu dalam kegiatan pembelajaran. 
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Bm I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Di era reformasi sebagaimana dikatakan Sapriya dan Udin S. Winataputra (2005: 

1.1 ) pada hakekatnya proses pembentukan karakter bangsa diharapkan mengarah .kepada 

penciptaan suatu masyarakat Indonesia yang menempatkan demokrasi dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara sebagai titik sentral. Usaha ini mempakan tuntutan yang tidak 

dapat ditawar lagi sebagaimana dikatakan Zamroni (1998: 5) "guna menjamin 

te~rujudnya masyarakat demokratis, pendidikan demokrasi mutlak diperlukan. 

Pendidikan demokrasi bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat yang berfikir 

kritis dan bertindak demokratis". 

Selanjutnya dikatakan fungsi pokok PKn adalah mengembangkan kecerdasan 

warga negara (civil intellegence), membina tanggung jawab warga negara (civil 

responsibility), dan mendorong partisipasi warga negara ) civil participation) (Sapriya 

dan Udin S. Winataputra, 2006: 1 . l )  Sejak adanya mata pelajaran Pendidikan 

kewarganegaraan (1957) atau pun Pendidikan Moral Pancasila di SLTP dan SLTA 

(1975) serta Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi (1975) materi tentang demokrasi 

yang pada hakekatnya menanamkan nilai-nilai demokrasi agar bersikap dan 

bertingkahlaku demokratis selalu ditemukan. Hal itu dikuatkan melalui kurikulum yang 

ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional dan berbagai peraturan perundang- 

undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah termasuk Undang-Undang tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. Upaya pembentukan sikap dan prilaku demokrasi bukanlah 

gagasan baru dalam kehidupan berbangsa di Indonesia, karena nilai-nilai demokrasi 

sudah ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia sejak dahulu kala dan selalu 



dibudayakan. Dalam Masyarakat Minangkabau misalnya ditemukan ungkapan " bulek 

1 
aia dek pambuluah, bulek kato dek mufakaek BasiIang kayu daIam tungku disinan api 

mangko idtrik" artinya kesepakatan terjadi karena adanya musyawarah, dan dalam 

musyawarah itu perbedaan pendapat merupakan motivasi dalam menemukan kebenaran 

I 
yang diyakini bersama sebagai h a i l  mufakat. Walaupun bangsa Indonesia terdiri dari 

suku-suku bangsa yang memiliki adat dan budaya yang berbeda namun prinsip-prinsip 

demokrasi itu tetap dimilikinya dengan ungkapan yang sesuai dengan bahasa daerahnya 

masng-masing. 

I Di lingkungan sekolah berdasarkan pengamatan selama ini prinsip-prinsip 

I 

I demokrasi itu adakalanya tidak dilaksamkan? seperti dalam pemilihan ketua kelas, dan 

membuat peraturan sekolah dimana putusan sering diarnbil dengan suara terbanyak, 

bahkan ada yang tidak dernokrasi sama sekali seperti penunjukan dan penetapan kepala 
I 

sekolah. Dalam pembelajaran, waktu dan kegiatan pembelajaran banyak dimonopoli oleh 

I guru dan hanya sedikit sekali kesempatan yang diberikan kepada siswa untuk ambil 

bagian (Isnarmi, dkk, 2008) 

~ e n ~ a & a n  lain dalam perjalanan sejarah kehidupan bangsa dan negara Indonesia 

ditemui praktek demokrasi yang beraneka ragam bahkan ada masa dimana demokrasi itu 

hanya simbol dalam kehidupan sedangkan dalam kenyataan dinilai tidak demokratis. 

Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa pada era Orde Lama ( 1959- 1965) dalam 

( sistem penyelenggaraan negara dikenal dengan Demokrasi Terpimpin tetapi dalam 

kenyataan prinsip-prinsip demokrasi terkekang. Begitu juga pada Era Orde Baru negara 
I 

I Indonesia menggunakan demokrasi Pancasila dalam sistem pemerintahan negara tetapi di 
I 

ujung pernerintahan Orde Baru terkesan prinsip-prinsip dernokrasi itu hanya terlihat di 
I 



permukaan, sementara bila dilihat lebih jauh prinsi-prinsip demokrasi tadi tidak 

dilaksanakan. Di bidang pendidikan kebijakan yang dijalankan adalah depolitisasi 

pendidikan seperti guru sebagai anggota Korpri tidak boleh berpolitik kecuali memilih 

Golkar, organisasi ekstra pelajar dilarang, mahasiswa tidak boleh berpolitik praktis, 

organisasi ekstra mahasiswa dilarang di kampus, dan sebagainya ( Zamroni, 1998). 

Sekarang di Era Reforrnasi yang ditandai dengan demokratisasi sebagai koreksi 

atas praktek pemerintanan Orde Baru ditemui beberapa fenomena yang dapat 

mengaburkan arti demokrasi. Hampir di seluruh daerah Indonesia sebagian kalangan 

masyarakat termasuk mahasiswa dan siswa dalam menyampaikan keinginannya 

berdemonstrasi, dimana "intinya bebas memaksakan kehendak kelompoknya dengan 

tekanan kekerasan" (Zamroni, 1998). Kondisi memaksakan kehendak yang dibarengi 

dengan kekerasan itu bukan hanya terjadi dalam kehidupan masyarakat awam tetapi juga 

dalarn lingkungan lembaga pendidikan. Banyak siswa dan mahasiswa perguruan tinggi di 

berbagai daerah di Indonesia menyampaikan aspirasinya yang diikuti dengan tindakan 

kekerasan. Di awal tahun 2008 sudah tercatat dua perguruan tinggi yang melakukan 

unjuk rasa yang berakibat kerugian besar bagi negara seperti yang terjadi di kota Medan 

dan Ujung Pandang. Berbagai kejadian yang muncul dalam kehidupan berbangsa dan 

'bernegara itu menimbulkan kesan bahwa demokrasi itu adalah kebebasan untuk berbicara 

dan berbuat bila perlu dengan kekerasan. Hal ini merupakan indikator kurang berhasilnya 

pendidikan kewarganegaraan. Dalam pembelajaran ada dua ha1 utama yang sangat 

menentukan keberhasilannya yaitu materi pembelajaran yang diberikan dan proses 

pembelajaran yang dilaksanakan. Penelitian ini difokuskan pada kajian materi 

pembelajaran yang diberikan di sekolah. Materi pembelajaran PKn yang baik akan 



1 memberikan pemahaman akan konsep-konsep hak, kewajiban dan tanggung jawab bagi 
I 

I setiap warga negara dan dengan konsep itulah mereka bersikap dan bertingkah laku. 
I 

I Pertanyaan yang dapat dimunculkan sekarang adalah apakah rnateri yang dikonstruksi 

1 oleh guru sudah sesuai dengan tuntutan Pendidikan Kewarganegaraan berdasarkan 

1 , kurikulum yang telah ditetapkan? Persoalan ini perlu dikaji lebih jauh sehingga masalah- 

1 masalah dalam pembelajaran PKn itu makin hari makin bisa dipecahkan. 

I 
I Hasil penelusuran yang dilakukan baik dari pengamatan langsung ataupun 

penelitian terdahulil terlihat masih sedikit sekali bahkzn nyaris tidak ditemukan penelitian 

tentang ini. 

B. Masalah dan Fokus Penelitian 

Pengembangan pengetahuan, pernbentukan sikap dan prilaku demokrasi di 

sekolah melalui pendidikan kewzrganegaraan meiupakan usaha terencana untuk 

tenvujudnya sikap dan prilakrr demokrasi siswa dan mempakan bekal memasuki 

perguruan tinggi dan masyarakat. Usaha tersebut terutama menyangkut pelaksanaan tugas 

guru mata pelajaran pendidikar. kewarganegaraan yaitu mengkonstrusi materi 

pembelajaran dan melaksanakan proses pembelajaran. Bertolak dari latar belakang 

masalah dan tugas guru PKn serta keterkaitannya dengan faktor-faktor yang menentukan 

pembentukan pengetahuan, sikap dan prilaku demokrasi tersebut maka penelitian ini 

dibatasi pada bagaimana guru mengembangkan atau mengkonstruksi materi pembelajaran 

yang akan digunakannya dalam proses pembelajaran di Sekolah Menengah Atas Kota 

Padang dan bagaimana pula gambaran materi tersebut? 



C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Bertolak dari latar belakang, dan rumusan masalah atau fokus penelitian yang 

dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menemukan gambaran 

konstruksi materi pembelajaran PKn di SMA Kota Padang dan be'ntuk kegi&n dalam 

mengkonstrusi tersebut. 

2. Manfaat penelitian 

Temuan penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan konstruksi materi 

pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah, dalam rangka pembentukan 

prilaku demokratis sehingga upaya yang dilakukan benar-benar mampu membentuk 

pengetahuan, sikap dan prilaku demokratis sesuai dengan tujuan pendidikan 

kewarganegaraan di sekolah. Selain dari itu hasil penelitian ini juga menjadi masukan 

yang berarti bagi pemerintah dalarn upaya mewujudkan cita-cita reformasi yaitu 

tenvujudnya masyarakat yang demokratis. Sebagaimana layaknya suatu penelitian 

diharapkan hasilnya dapat menambah khasanah ilmu pendidikan khususnya tepHpg 

pendid ikan kewarganegarq. 



BAB I1 

KAJIAN PUSTAKA 

I 
I 

Bab ini berisikan teori-teori dan pendapat yang dimuat dalam tulisan para ahli 

I tentang materi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 

I 
I A. Pendidikan Kewarganegaraan dan tujuannya 

Civic Educqtion atqy Fenqidil<w Kewarganegaraan (Pl(;n.) adalah suatu program 
8 

pendidikan yang bertujuan mendidik warganegara yang baik (good citizenship). Program 

ini dilingkungan sekolah diimplementasikan sebagai salah satu mata pelajaran dalam 

kurikulum mulai dari jejang pendidikan dasar sarnpai dengan jenjang pendidikan tinggi, 

Untuk pend idikan dasar dan menengah di Indonesia sudah dimulai sejak proklamasi 

kemerdekaan 17 Agustus 1945 dengan nama yang sudah berubah-ubah (Hermana 

Somantrie(2006:21). Dalarn kurikulum 1957/1962 diberi nama Civics, kemudian dalam 

kurikulum 1964 dengan nama Pendidikan Kemasyarakatan yang nlerupakan integrasi 

pelajaran Sejarah, Ilmu Bumi, dan Kewarganegaraan. Pada tahun 1968 diberlakukan 

kurikulum 19681 1969 sebagai pengganti kurikulum 1964. Dalam kurikuium tersebut 

! Pendidikan kemasyarakatan ditukar namanya dengan Pendidikan Kewargaan Negara 

I , yang merupakafl perpaduan Ilmu Bumi, Sejarah Indonesia, dan Civics. Nama tersebut 

berubah lagi dengan Pendidikan Kewargaan Negara, dan Civics Hukum melalui 

! kurikulurn 1973. 

~ a h u n  1975 melalui kurikulum 1975 Pendidikan Kewargaan Negara, dan Civics 

Hukum diubah lagi menjadi Pendidikan Moral Pancasila, Menurut Kosasih Jahiri (1979) 

Pendidikan Moral Pancasila bertujuan mewujudkan warga negara yang baik yang 

' dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila. Kemudian melalui kurikulum 1984 Pendidikan Moral 



Pancasila diperjelas lagi dimana 36 butir Pedoman Penghayatan clan Pengarnalan 

Pancasila (P.4) dijadikan tujuan Instruksional. Pembaharuan kurikulum dilakukan lagi 

tahun 1994 dimana Pendidikan Mom! Pancasila ditukar nammya dengan Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Sejalan dengan dinamika perkembangan 

kehidupan bangsa dan negara yang ditandai dengan semakin terbukanya persaingan antar 

bangsa dan arus globalisasi, menuntut bangsa Indonesia memasuki era reformasi 

diberbagai bidang kehidupan masyarakat yang lebih demokratis. Mengikuti tuntutan Era -- 

refonnasi tersebut di bidang pendidikan dilakukanlah perubahan kurikulum yang 

I 

i 
irnplementasinya PPKn dirubah menjadi PKn dalam kurikulum berbasis kompetensi 

I (KBK) yang implementasinya secara terbatas dimulai sejak tahun 2001. Senada dengan 

tuntutan refonnasi pembenahan kurikulum sekolah terus dilakukan. Sekarang diberikan 

kewenangan yang lebih banyak kepada sekolah untuk menyusun kurikulumnya masing- 

I 
masing dengan tetap berpegang pada rambu-rambu yang ditetapkan secara nasional. 

I Kebijakan ini melahirkan Kurikulum Tingkat Satuan Pembelajaran (KTSP). 

I 
I Walaupun telah terjadi penukaran narna berkali-kali namun intinya tetap tidak 

1 hilang yaitu: membentuk peserta didik menjadi wargznegara yang baik dan bertanggung 

1 jawab dalam negara yang demokratis serta rnernbentuk peserta didik menjadi manusia ' yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air (Hermana Somantrie( 2006:22). I .  

1 Perjalanan masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia yang berubah menunju rnasyarakat 

! madani (Civil Society) menuntut pula adanya penyesuaian Pendidikan Kewarganegaraan 

dengan masyarakat yang berubah tersebut. Revitalisasi Pendidikan Kewarganegaraan itu 

diarahkan kepada pembentukan karakter bangsa (national character building) yang 

I mengarah pads p e h c i p t ~ n  suptu masyarakat lqdpnegia yqna menempatkan demokrasi 



dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai titik sentral ( Sapriya dan Udin 

S. Winataputra, 2006: 1.1) Selanjutnya dikemukakan oleh Sapriya dan Udin 

S. Winataputra (2906: 1.1-1 -2) bahwa tugas PKn. dengan paradigma baru adalah 

rnengembangkan pendidikan demokrasi yang mengemban tiga hngsi  pokok, yakni 

mengembangkan kecerdasan warganegara'(civic intelligence), membina tanggung jawab 

warga Negara (civic responsibility) dan mendorong partisipasi warganegara (civic 

parlisipation). Kecerdasan yang dikembangkan untuk membentuk warga negara yang 

baik bukan hanya dimensi rasional melainkan juga dalam dimensi spiritual, emosional, 

dan sosial sehingga paradigma PKn bercirikan multidimensional). Hal ini ditegaskan 

dalarn bagian latar belakang kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) pragraf kelima 

sebagai berikut: 

Indonesia harus menghindari sistem pemerintahan otoriter yang memasung hak- 
hak warga negara untuk menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kehidupan yang demokratis di dalam 
kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, 
pemerintahan, dan organisasi-organisasi ncn-pemerintahan perlu dikenal, 
dipahami, diinternalisasi, dan diterapkan demi terwujudnya 232 pelaksanaan 
prinsip-prinsip demokrasi. Selain itu, perlu pula ditanamkan kesadaran bela 
negara, penghargaan terhadap hak azasi manusia,kemajemukan bangsa, 
pelestarian lingkungan hidup, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, 
ketaatan rnembayar pajak, serta sikap dan perilaku anti korupsi, kolusi, dan 
nepotisme. Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan mempakan mata 
pelajaran yang mem fohw skan pada pem bentukan warganegara yang memaham i 
dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibamya untuk menjadi 
warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diarnanatkan 
oleh Pancasila dan UUD 1945. 

Keberhasilan pendidikan kewarganegaraan dalam pembentukan sikap dan prilaku 

demokrasi ditentukan oleh banyak pihak disamping faktor guru dan siswa diantaranya 

adalah lingkungan masyarakat dan pemerintah. Oleh karenanya perlu ditingkatkan, 



Di Negara-negara maju seperti Amerika Serikat peran pemerintah tersebut cukup 

besar. Di Amerika Serikat peran pemerintah ( rnisalnya Presiden George.W.Bush dan 

Congress) dan lembaga-lembaga lain seperti Center Civic Education, Pew Partnership for 

Civic Change, Mc C o m i c  Tribune Foundation, National Strategy Forum cukup besar ( 

R. Freeman Butts in John J.Patrick and Robert S-Leming, 2001 .) 

Dari uraian di atas terlihat bahwa pada hakekatnya pendidikan kewarganegaraan 

itu adalah mengangkat harkat dan martabat manusia. Harkat dan martabat manusia 

menurut Frayitno ( 2008) me!ingkupi manusia, demensi kemanusiaan, dan Pancadaya. 

Manusia adalah makhluk yang bertaqwa, paling sempurna dalam penciptaannya, paling 

tinggi derajatnya, khalifah dimuka bumi dan penyandang HAM. Dimensi kemanusiaan 

terdiri dari dimensi kefitrahan, keindividualan, kesosialan, kesusilaan, dan keberagaman. 

Sedangkan Pancadaya terdiri dari daya taqwa, daya cipta, daya rasa, daya karsa, daya 

karya. Prinsip dcmokrasi yang dikembangkan dalarn pendidikan kewarganegaraan itu 

tidak lain adalah nilai-nilai yang terkait dengan harkat dan martabat manusia seperti yang 

diungkapkan Pray itno tersebut. 

Penyelenggaraan pembelajaran PKn bila mengacu kepada pendapat Prayitno 

menyangkut dengan kewiyataan ( High Tech) yang terdiri dari: materi pembelajaran, 

metoda pembelajaran, alat bantu pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan penilaian 

hasil pembelajaran. 

B. Materi Pendidikan Kewarganegaraan 

Materi yang dikaji dalam pendidikan kewarganegaraan atau civic educatiaan di 

berbagai negara menunjukan adanya perbedaan. Di Arnerika Serikat walaupun 

penjabarannya di berbagai tingkat pendidikan berbeda tetapi pokok-pokok materinya 



bersumber dari rumusan yang digariskan oleh Center for Civic Education funded by the 

US. Department of Education and The Pew CharitableThds. Rumusan tersebut telah 

dirinci ke dalam tingkatan pendldikan. Khusus untuk tingkat SLTA (K.9-12) s e ~ e r t i  

terlihat dalam Tabel 1 

Di negara Australia Civic education dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah 

setclah dikembangkan melalui program Discovering Democracy. Murray Print ( 2001 : 

2 13) mengemukakan bhwa : 

... the program proposed that students should (I) gain knowledge and 
understanding of Australia's dexocratic processes, government, and judicial 
system and of  the nation's place in the international community; (2) understand 
how participation and decision-making operate in contemporary Australia, and 
how the nation's civic life might change in the future; (3) develop personal 
character traits such as respecting individual worth and human dignity, 
empathy, respect for the law, being informed about public issues, critical 
mindedness, and willingness to express points of  view, listen, negotiate and 
compromise; (4) understand how our system of  government works in practice , 
and how it affects citizens; and (5) understand the rights and responsibilities of  
citizens, and the opportunities for exercising them at local, state, and federal 
levels (Curiculum Coperation 1998). 

Setelah beberapa pertimbangan subjek rnaier dari Discovering Democracy selesai 

diidentifikasi ditemukan empat tema pembelajaran civic yaitu: 

In Australia, Four subject matter themes provide the construct for civics: (1) 
Who rules? - How power has evolved and exercised within Australia's 
democratic system as well a s  the rights and responsibilities of citizens and the 
principles underlying Australian democracy; (2) Law and Rights - the rule of  
law, i t s  origins in Australia and how laws are made including the role o f  
constitutions, parliaments and courts; (3) the Australian Nation- the 
establishment of Austmlias democratic institutions and how civic identity has 
changed over time in our nation; and (4) Citizens and Public Life - the ways 
people participate in Australia's civil society. particulary how people can effect 
change within our democracy (200 1 ; 2 14). 



Tabel 1 
National Standards for Civics and Government 

K. 9-12 Content Standards 

Sumber : Centerfor Civic Education 

Menurut Print (1999) secara spesifik ciri-ciri utama pendidikan kewarganegaraan 

No 
1 

2 

3 

4 

5 

baru diberbagai negara adalah sebagai berikut: a) rights a n d  responsibilies of citizens; b) 

Content 
What are Civic Life, Politics, and Government? 
A. What is civic life? What is palitics? What is government? Why are gavcmment aad palitics necessary? 

What purposes should government serve? 

B. What are rhe essential characteristics of limited and unlimited government? 

C. What are the nature and purposes of  constitutions? 

D. What are alternative ways of organizing constitutional governments? 

What are the Foundations of the American Political System? 
A. Whai is the American idea of constitutional govcmment? 

B. What are the distinctive characteristics of American society? 

C.  What is American political culture? 

D. What values and principles are basic to American constimional democracy? 

How Does the Government Established by the Constitution Embody the Purposes, 
Values, and Principles of American Democracy? 

A. How are powm and responsibility distributed, shared, and limited in the govenunent established by the 
United States Constitution? 

8. How is the national government organized and what does it do? 

C. How are state and local governments organized and what do they do? 

D. What is the place of law in the American constitutional system? 

E. Mow does the American political system provide for choice and opportunities for participation? 

What is the Relationship of the United States to Other Nations and to World Affairs? 
A How is the world organized politically? 

B. How do the domestic politics and constitutional principles of the United States affect its relations with 
the world? 

C. How has the United States influenced other nations. and how have other nations influenced American 
politics and society? 

What are the Roles of the Citizen in American Democracy? 
A. What is citizenship? 

B. What are the rights of citizens? 

C. What are the responsibilities of citizens? 

D. What civic dispositions or h t s  of private and public character are important to the preservation and 
improvement of American constitutional democracy? 

E. How can citizens take part in civic life? 

' government and institutions; J history and consfitufionr: d) national identity; e) legal 
I 



1 system and rule of law; fl human, political, economic and social rights; g) democratic 

and principles and processes; h) active citizen participation in civic issues; i )  

international perspectives, and; j) values of democratic citizenship. 

Hasil penelitian yang diiakukan oleh konsorsium lembaga penelitian pendidikan 

1 dari 53 negara yang berkedudukan di ~ k s t e r d a m  " The internastional Association for the 

i Evaluation of Education Achievement (IEA)" tentang pendidikan kewarganegaraan 

, (Quigley, 2000) sebagaimana dikutip Hermana (2006:24) menyimpulkan bahwa " There 

is a common core of topics across countries in civic education. There is unanimity 

' among authors of the national case studies that civic education should be: ( I )  based on 

1 important content that crosses disciplines; (2) participative; (3) interactive ; (4) related 

to lge; (5) conducted in a nonauthoritarian environment; (6) cognizant of the chalIenges 

1 of social diversity, and (7) constructed with the parents, the communi~ and non 

governmental organizations as well as the school". 

I Bahan kajian pendidikan kewarganegaraan (civic education) diberbagai negara 

1 kelihatannya rnemiliki penekanan yang berbeda. Hermana Somantrie (2006:23) 

I 
menyimpulkamya ke dalam 4 kategori yaitu: a) pendidikan kewarganegaraan dengan 

1 bahan kajian pemerintahan, konstitusi, lembaga-lembaga, peraturan hukum, dan hak-hak 
I 

dan tanggung jawab warga negara; b) civics atau citizenship education dengan penekanan 

pada proses demokrasi, partisipasi aktif waga negara, dan persepakatan orang-orang 

! dalam masyarakat madani; c) pendidikan kewarganegaraan dengan bahan belajar yang 
I 

, terkait dengan kelembagaan dan system yang mencakup pemerintahan, warisan politik, 
I 

, proses demokrasi, hak dan keawajiban warga negara, administrasi negara dan system 
I 
I 
! peradilan; d) pendidikan kewarganegaraan dengan suatu himpunan keterampilan atau 



proses yang terkait dengan pengetahuan, seperti kemampuan menyelesaikan masalah, 

refleksi kritis, berfikir kritis, inkuiri, dan kerjasama. Selain itu juga ditambah dengan 

keadilan sosial, pemahaman multi dan intercultural, dan keberlanjutan ekologi. 

Selanjutnya dikemukakan bahwa Pendidikan kewarganegaraan yang efektif bagi 

masyarakat demokratis menurut Patrick (2001:41) ditandai dengan empat komponen 

utama yaitu: 

a. Knowledge of Citizenship and Government in Democracy: 
1 1. Concepts on the substance of democracy. 

2. Ongoing tensions that raise public issues. 
, 3. Constitution and institutions ~Cdemocratic government 
1 4. Functions of democraticinstitutions. 

5. Practices of democratic citizenship and the roles of citizens. 

I 
6 . Contexts of democracy: cultural, social, political, and economic. 
7. History of democracy in particular states and throughout the world. 

I 
I b. Cognitive Skills of Democratic Citizenship: 

1. Identifying and describing phenomena or events of political and civic life. 
2. Analyzing and explaining phenomena or events of political and civic life. 
3. Evaluating, taking, and defending positions on public events and issues. 
4. Making decisions on public issues. 
5. Thinking critically about conditions of political and civic life. 
6. Thinking constructively about how to improve political and civic life. 

c. Participatory Skills of Democratic Citizenship: 
1. Interacting with other citizens to promote personal and common interests. 
2. Monitoring public events and issues. 
3. Influencing policy decisions on public issues. 
4. Implementing policy decicions on public issues. 

d. Virtues and Dispositions of Democratic Citizenship: 
1. Promoting the general welfare or common good of the community. 
2. Recognizing the equal moral worth and dignity of each person. 

I 3. Respecting and protecting rights possessed equally by each person. 
I 4. Participating responsibly and effectively in political and civic life. 
I 5. Taking responsibility for government by consent of the governed. 
1 6. Becoming a self- governing person by practicing civic virtues. 
I 7. Supporting and maintaining democratic principles and practices. 
I 

I 
I Semua ha1 yang tercakup ke dalam empat komponen tersebut merupakan inti dari 

pendidikan kewarganegaraan yang demokratis yang pada hakekatnya mencakup konsep- 



/ konsep dasar yang harus diketahui oleh warga Negara dan marnpu digunakan ( bersikap 

dan berprilaku) yaitu menyangkut dengan apa, bagaimana, dan kenapa demokrasi 
1 

dilaksanakan. 

Pembahan kurikulum di Indonesia pada dasarnya memberikan peluang yang lebih 

besar kepada sekolah untuk dapat mengembangkan prinsip-prinsip kurikulum yang telah 

ditetapkan secara nasional. Pemerintah pusat hanya memberikan petunjuk dan 

menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar dari mata pelajmn Pendidikan 

Kewarganegaraan. Pengembangan Kompetensi dasar ke dalam bentuk indikator, bahan 

ajar, media, alat evaluasi dsb. dilaksanakan oleh gum bidang studi dan Musyawarah Guru 

Mata Pelajaran (MGMP). Pendekatan yang digunakan tentunya pola berfikir deduktif 

C. Kerangka Konseptual 

Gambar 3 : Kaitan materi pembelajaran dengan pembentukan warganegara yang bzik 

Gambaran materi 
Pembelajaran 

Materi PKn 

f 
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Proses 
Pengembangan 
materi Pembelajaran 

Warganegara 
Yangbaik 
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G U R U  Pernbelajaran + 



BAB I11 

I ! METODE PENELITIAN 

I I A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-interpretivisme dengan 

/ metode deskriptif. Jenis penelitian ini dipilih mengingat rnasalah yang diteliti tidak 

1 / hanya menyangkut dengan substansi atau hasil tetapi juga berupa rangkaian proses 

mengembangkan materi pembelajaran. Disamping itu fokus penelitian ini saling terkait 

yang sulit dipilah satu sama lain. oleh karena itu tinjauannya hams holistik dan 

mendalam. Pertimbangan-pertimbangan itulah yang mendorong peneliti untuk 

menggunakan pendekatan kualitati f. Namun dernikian beberapa bagian dari penelitian 

ini juga akan menggunakan prinsip penelitian kuantitatif seperti penentuan sekolah yang 

akar, dijadikan obyek penelitian. 

B. Lokasi dan Setting Penelitian 

Penelitian dilakukan di kota Padang, ibu kota Provinsi Sumatera Barat pada SMA 

Negeri dan Swasta. Kesemua SMA Negeri tersebut digolongkan ke dalam SMA Unggul, 

Pra unggul dan SMA biasa. Kriteria pengelompokan disesuaikan dengan data dari Dinas 

1 Pendidikan Kota Padang. 
I 
I 

I Dari setiap guru yang dijadikan informan diperoleh informasi tentang materi 

I pembelajaran dan proses pengembangan rnateri tersebut melalui wawancara mendalam 
I 

serta dokumen yang dimilikinya. Semua data yang diperoleh melalui kegiatan tersebut 

dianalisis sesuai dengan teknik analisis yang telah ditetapkan. 



I C. Inferman Penelitian 

i Untuk rnendapatkan informasi awal dilakukan grand- tour untuk menjajaki dan 
I I 

I I  rnenilai keadaan lapangan. Tahap ini di samping langkah untuk menemukin inferman 
I 
I I 
1 kunci juga rnendapatkan data pendukung proposal. Hasil grand~tour juga memberikan 
I '  
1 1  
I ; gambaran tentang informan penelitian. Sumber informasi ( Informan) dalam penelitian 

I 
ini adalah: 

i I .  Manusia yang terdiri dari: guru-guru Pendidikan Kewarganegaraan, pengurus MGMP, 

I Pengawas sekolah (school supervisor). Banyaknya informan ditentukan berdasarkan 

1 prinsip kejenuhan informasi sebagaimana yang dikemukakan oleh 61aser dan Straus 
1 
I (1974: 6 1). Maksudnya pencarian informasi/ data yang diperlukan dari informan akan 

I berhenti bila tidak ada lagi infsrrnasi baru yang dapat diserap. Teknik penarikan 

infonnan adalah purposive sampling. Teknik ini digunakan dengan dasar/ 

pertimbangan bahwa semua informan yang disebtltkan diasumsikan paling 

mennetahui - dan atau mempunyai informasi atentang rnateri pernbelajaran PKn 

tersebut. 

2. Dokumen yang terdiri dari: Silabs mata pelajaran, Rencana Program Pembelajaran 

(RPP), buku teks, dan lembaran kerja siswa (LKS). 

Penelitian dilaksanakan selama lebih kurang tiga bulan. 

D. Teknik dan alat Pengumpul Data 

Sumber data penelitian ini dapat dibedakan atas surnber data primer dan surnber 

data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan informan serta diskusi 

kelompok. Sedangkan data sekunder diarnbil dari dokumentasi yang berkaitan dengan 

materi pembelajaran PKn. 



I Teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara dan studi dokumen. 

I Bentuk wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktud 

formal dan tidak terstruktur, tergantung sifit data ymg dikumpulkan. Peneliti 

mewawancarai : guru PKn, pengawas sekolah, dan ketua MGMP di Kota Padang. 

1 Dokumen merupakan surnber data yang penting dalam penelitian ini. 
( 

Diantilra dokumen yang akan dikaji adalah Rencana Pelaksanaan Propam W P ) ,  LKS, 

Buku Paket, dan lembaran-lembaran lain yang terkait dengan materi jxmbelajaran PKn. 

Setelah data wawancara dan dokumen diolah dilakukan Diskusi Kelompok Terfokus. 

Diskusi Kelempok terfokus @cus group discussion ) merupakan salah satu cara 

untuk rnemperoleh deskripsi yang lebih rinci dan jelas tentang materi pembelajaran. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Morgan dalam Pottas (2005) bahwa focus group discussion 

dapat dilakukan untuk rnemperoleh berbagai data dan referensi permasalahan penelitian 

yang oedang dibahas. 

Alat pengumpul data dalarn peneiitian ini di samping buku-buku catatan. 

E. Teknik Penjaminan Keabsahan Data 

Data yang dikurnpulkan diuji dengan rnenggunakan teknik trianggulasi yaitu 

teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itc 

untck pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Menurut Patton 

trianggulasi dapat dilakukan dengan dua strategi yaitu 1) pengecekan derajat kepercayaan 

penemuan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengurnpulan data, 2) pengecekan 

derajat kepercayaan melalui beberapa sumber data dengan rnetode yang sarna (Moleong, 

2000: 178). Pada penelitian ini. digunakan kedua strategi trianggulasi itu yaitu 

pengecekan keabsahan data hasil observasi dengan wawancara dan dokument atau hasil 



wawancara antara satu informan dengan informan lain dan antara teknik wawancara 
I 

I dengan atau dokumen. 
'I 
I 
I 

I 
I F. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan teknik pengumpulan data di 

atas diolah dengan teknik kuaiitatif. Langkah utama adalah membuat klasifikasi yaitu 

1 rnerumuskan kategori-kategori yang terdiri dari gejala-gejala yang sama atau yang, 

dianggap sama sampai kepada penafsiran arti dari jawaban (Vredenbergt, 1981; 126- 

129). Penafsiran atau interpretasi data merupakan proses pemberian makna pada analisis 

dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Model yang digunakan dalam analisis adalah 

model interaktif seperti yang digambarkan oleh Miles dan Huberman yang rinciamya 

secara ringkas sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

Data yang terkurnpul dalarn penelitian direduksi guca menajamkan analisis, 

menonjolkan hal-ha1 yang penting, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang 

tidak dibutuhkan, dan mengorganisasikan data agar lebih sistematis, sehingga dapat 

dibuat suatu kesimpulan yang berrnakna. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan proses penggambaran dari keseluruhan kelompok data 

yang diperoleh agar mudah dibaca secara menyeluruh sehingga peneliti dapat 

memahami jawaban dari permasalahan yang diteliti. 

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 



Data yang telah diperoleh dan diolah disimpukan sesuai dengan klasifikasi data 

rnenuju suatu konfigurasi yang utuh. Simpulan itu selalu diarahkan kepada fokus 

I penelitian yang telah ditetapkan sehelumnya. 

i 4. Merurnuskan Ternuan 

I 

Temuan-temuan yang diperoleh dari penarikan kesimpulan melalui analisis data, 
I 
1 dirumuskan menjadi temuan umum dan temuan khusus. Sesuai dengan kebiasaan 

dalam penelitian kualitatif kegiatan reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan/ verifikasi dilaksanakan secara bersamaan (sejalan) selama kegiatan 

pengumpulan data dalam suatu proses siklus. Gara ini dilaksanakan secara terus 

menerus sampai data yang terkumpul dinilai telah mernadai untuk rnenjawab 

1 perrnasalahan penelitian. Proses analisis tersebui di atas dapat digambarkan sebagai 

I 
( terlihat dalam gambar berikut : 

Gambar 6 
Proses Analisis Data 

Pengumpulan 
Data Penyimpulan 

4 + &Veri fi kasi 

1 
, Reduksi Data 



BAB IV 
HASIL PENELITIAN 

I A. Gambaran Umum SMA Kota Padang 

SMA Kota Padang dapat dilihat dari berbagai sudut diantaranya dari pengelolaannya 

dapat dibedakan atas sekolah negeri dan swasta. SMA negeri berjumlah 16 buah dan 

sekolah swasta 40 buah. Dari sudut standar pengelolaannya dapat dibedakan sekolah 

bertaraf internasional (SBI), SMA berstandar nasional (SSN), dan S'MA biasa. 

Sekolah berstandar nasional ini berjumlah 4 buah yaitu SMA negeri 2, SMA negeri 

3, SMA negeri 4, dan SMA negeri 9. Sekolah bertaraf internasional sebanyak 3 buah 

yaitu: SMA Negeri 1 Padang, SMA negeri 10 Padang, dan SMA Don Bosco Padang 

(wawancara dengan Ferdinand, Februari 20 10). Sebelum adanya pengelompokan 

berdasarkan standar tersebut, dikenal pula pengelompokan berdasarkan tingkat 

keunggulannya terdiri dari sekolah unggul, pra unggul, dan sekolah biasa. Pada 

sekolah unggul inputnya relatif lebih baik jika dibandingkan dengan sekolah tidak 

unggul. Bahkan prediket unggul itu lebih bsnyak ditentukan oleh inputnya 

dibandingkan dengan pelaksanaan proses pembelajaran. Umumnya sekolah-sekolah 

yang berada di pusat kota seperti SMA Negeri I ,  SMA Negeri 2, SMA Negeri 10, dan 

SMA Don Bosco dipandang sebagai sekolah unggul karena memiliki kelas unggul 

atau siswa yang dinilai unggul dalam inputnya. Dari segi letak sekolah dapat 

dibedakan atas SMA pusat kota dan SMA di pinggir kota. Sekolah pusat kota pada 

umurnnya memiliki kualitas lulusan yang lebih baik dibandingkan dengan sekolah 

pinggiran kota. Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah input dan fasilitas 

belajar. Input siswa sekolah pusat kota umumnya baik yaitu memiliki ranking rata- 

rata 10 besar di SMP asalnya atau dari SMP faforit seperti SMP N.l, SMF' N.2, 



I 
1 SMPN.7, dan SMPN. 8, Sedangkan SMA di pinggir kota input umurnnya rnerniliki 

I , NEM rata-rata dibawah SMA pusat kota, bahkan biasanya siswa yang NEM nya 

I 

rendah terscbut tidak mar! mendaftat di SWA pusat kota dart nereka mernilih 
I1 

I 

mendaftar di SMA pinggiran kota. Fasilitas belajar juga relatif kurang lengkap 

dibandingkan dengan SMA di pusat kota. Hal ini diduga disebabkan karena tidak 

\ begitu kuatnya Kornite sekolah. Kornite sekolah dalarn penyelenggaraan pendidikan 
I 

dengan menagemen berbasis sekolah ( MBS) memegang peranan penting, Komite 
I 

sekolah umurnnya berupaya melengkapi fasilitas belajar yang ada di sekolah. 

Sekolah menengah atas pusat kota adalah SMA negeri NO. 1, 2, 3, 4,10, SMA 

PGRI, SMA Don Bosco, SMA Adabiyah, SMA Kalam Kudus, SMA Pertiwi, SMA 

Bunda, dan SMA Pernbangunan. Selain dari sekolah-sekolah tersebut dapat 

digolongkan kepada sekolah di pinggir kota. Jumlah siswa disuatu sekolah tidak 

! 
I sarna dengan siswa diternpat lain. Tetapi jumlah siswa dalam satu kelas hampir 

I 

I 
bersarnaan yaitu sekitar 40 orang satu kelas. 

I B. Mata Pembelajaran dan Guru PKn di Kota Padang 
.- 

I 
Mata pelajaran Pendidikan kewarganegaraan (PKn) di sekolah baik ncgeri 

I 

I ataupun swasta diberikan pada semua kelas mulai dari kelas X sampai dengan kelas 

XII. PKN adalah mata pelajaran yang bertujuan mernbentuk warga negara yang baik 

I yang rnenyadari hak dan kewajibannya serta melaksanakan hak dan kewajibannya itu 

I 
secara baik pula. Masing-masing kelas disediakan waktu pembelajaran selama dua 

jam pelajaran ( 80 rnenit) setiap minggu. Selama 2 jam pelajaran itulah guru PKn 



&pat menyampaikan materi pelajaran yang telah di persiapkan sebelumnya guna 

rnencapai tujuan pembelajaran. 

Guru-guru PKn di SMA Kota Padang samijai dengan penelitian ini dilakukzin ( 

awal 20 10) be  jumlah 1 17 orang yang tersebar di semua sekolah rnenurut besar 

kecilnya sekolah. Garnbaran yang lebih jeias dapat dilihat pada lampiran 1. Tingkat 

pendidikan guru-guru PKn. pada umumnya S. 1 dan hanya 3 orang saja yang berlatar 

belakang pendidikan S.2 ataupun Sarjana Muda (SM). Pangkat guru-guru umumnya 

golongan IVIa seperti terlhat pada tabel 1 berkut: 

Tabel 1 Garnbaran guru PKn menurut golongan 

Masih banyak jumlah guru yang belum memperoleh pangkat dan golongan sesuai 

dengan peraturan perundangan yang berlaku seperti terlhat apada tebel diatas. 

Umumnya guru yang belum mempunyai pangkat dan golongan tersebut masih 

berstatus guru honor atau guru yang diangkat oleh yayasan yang mengelola sekolah 

tersebut. Jumlah guru terbesar ( 4934 %) sudah berpangkat golongan IV yang berarti 

telah senior  dan mempunyai pengalaman yang cukup banyak dalam melaksanakan 

panbelajaran. Selain itu masih ada pula guru yang belum mencapai standar yang 

ditentuan. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel 1 di atas. 



Iumlah guru PKn untuk sekolah menengah atas kota Padang sudah lebih dari oukup. 

Rata-rata untuk SMA Negeri memiliki 4 orang guru dm SMA swasta rata-rata 2 

orang guru. Beban mengajar guru relatif lebih kecil dari jam wajib mengajar guru ( 24 

jam 1 minggu). Untuk memenuhi jurnlah wajib mengajar gum tersebut pada umumnya 

di sekolah-sekolah kota Padang telah melaksanakan sistem team teching ( Ferdinan , 

wawancara Februari 2010). Garnbaran guru PKn dimasing-masing sekolah kota 

Padang dapat dilihat dalam lampi ran. 

Masa kerja guru umunya diatas 10 tahun dan hanya 2 1 o m g  atau 17,95 % saja 

yang berada pada posisi 10 tahun ke bawah. Ini menunjukan guru-guru yang 

mengajar di SMA Kota Padang tergolong guru-guru senior yang kaya dengan 

pengalaman. Gambaran lebih rinci dari rnasa krrja guru seperti terlihat pada tabel 3 

dibawah ini. - 

. - 

Umur guru-guru PKn kota Padang pada umumnya di atas 30 Whun bahkan 

jumlah terbanyak itu antam 36 sampai dengan 50 tahun yaitu sekitar 89 g/,. Jumlah ini 

rnenunjukan bahwa guru-guru memiliki umur yang energik. Garnbarqn lebi h rinci 

dapat dilihat dari tabel 4 di berikut ini. 



Tabel 4. Gambaran guru PKn. Kota Padang menurut Umur 

C.  Materi Pernbelajaran PKn 

1. Proses Pengembangan materi pembelajaran 

Materi pokok pembelajaran PKn dikembangkan oleh guru mata pelajwn dengan 

mempedomani standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ditetapkan secara 

nasional. Dengan demikian pokok-pokok materi tersebat tidak jauh berbeda pada 

satuan pembelqjaran di selpph Lrldonesiq. Sesyai deqgp sistem pendidikan 

naqional Indonesia saat ini yang berkenaan dengan kurikulum dikenal dengan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Kurjhlum tersebut 

dikembangkan di sekolah dan diwadahi dengan KKG serta di tipgkat daerah 
-- 

diwadahi oleh MGMP. Di Kota Padang kedua wadah tersebu lihat sangat 7 
berperan dalam.pengembangan materi pembelajaran. MGMP PKn. Kota Padang 

-- - 
telah berhasil mengembangkan materi pembelajaran itu dan -ldah sarnpai ke 

dalam bentuk modul. Modul atau buku ajar ini dianjurkan dipakai dalam 

pembelajaran PKn di Kota Padang. Materi pembelajaran PKn SMA Kota Padang 

dikonstmksi oleh guru dengan mengacu kepada standar kompetensi dan 

kompetensi dasar yang telah ditentukan dalam kurikulum. Dari kornpetensi dasar 



itu dikembangkan lagi indikator dan dari indikator itu dirumuskan tujuan 

pembelajaran. Pengembangan ke dalam bentuk indikator dan tujuan pembelajaran 

tersebut di!akukar, oleh MGMP sehirlgga garnbaran indik~tqr dan tujuan 

pembelajaran PKn sama di semua SMA Kota Padang. Proses pengembangan 

materi pembelajaran dilakukan oleh masing-rnasing guru di sekolah dengan 

mempedomani tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan sebelurnnya. Dari 

dokumen yang ada terlihat pengembangan materi pembelajaran lebih banyak 

mempedomani materi pembelajaran yang ada dalam berbagai buku PKn SMA 

yang diterbitkan oleh penerbit yang terkenal dan buku-buku teks Perguruan 

Tinggi yang terkait. Proses berfikir dalam pengembangan materi lebih banyak 

bersifat deduktif. Tidak banyak materi pembelajaran diambil dari lingkungan 

kehidupan siswa. Dalam LKS dan buku ajar yang disusun guru-guru yang 

tergabung dalam MGMP Kota Padang sangat memberikan kesan proses berfikir 

deduktif tersebut dalam mengembangkan materi pembelajaran. Pengernbangan 

materi pembelajaran kelihatannya tidak didahului dengan nienganalisis SK dan 

KD yang ada dalam kurikulum. Sehingga terkesan pembelajaran itu berupa 

penuangan materi pembelajaran kepada siswa tanpa diketahui dengan jelas 

manfaatnya bagi kehidupan siswa. Namun demikian pengembangan materi 

pembelajaran yang dilakukan guru sudah mengacu kepada kurikulum yang 

ditetapkan secara nasional. 

2. Materi Pembelajaran 

Materi pembelajaran tersebar kedalam 6 semester atau tiga tingkatan kelas. 



a. Untuk kelas X materi tersebut mengacu kepada 12 kompetensi d ~ a r ,  Materi 

pokok untuk kelas X semester pertama seperti yang dicanturnkan dalam silabus 

PKn. SMA adalah: 

1) Bangsa dan negara yang meliputi : Hakekat manusia sebagai makhluk 
individu dan makhluk sosial, hakekat bang% unsur-unsur terbentubya 
negara yaitu adanya rakyat, wilayah dan pemerintah yang berdaulat dan 
pengakuan dari negara lain. 

2) Negara dan bentuk-bentuk kenegaraan, yang meliputi: hakekat negara, asal 
mula negara, makna penting pengakuan suatu negara dari negara lain, 
serta bentuk-bentuk kenegaraan. 

3) Pengertian negara kesatuan Republik Indonesia ( N ! )  sesuai dengan 
undang-undang yang berlaku serta tujuan N K .  yang terdapat dalam 
Pembukaan UUD 1945. 

4) Semangat kebangsaan (nasionalisme dan patriotisme), m a b a  na$onalisme, 
makna patrutisme dan tatacara menerapkan patriotisme dalarn kehidupan. 

5) Sistem hukum dan Lembaga peradilan yang meliputi: pengertian hukum, 
tata hukum Indonesia, penggolongan hukum, sumber hukum, serta 
lembaga-lernbaga peraddan. 

6) Lembaga-lembaga peradilan, yang meliputi: perangkat atau alat 
kelengkapan lembaga peradilan, klasitikasi lembaga peradilan, tingkat 
lembaga peradilan, peranan atau tugas dan fungsi lembaga peradilan. 

7) Sikap yang sesuai dengan hukum yang meliputi: perbuatan-perbuatan yang 
sesuai dan yang bertentangan dengan hulym, contoh-contoh perbuatan 
yang melanggar hukum beserta sanksinya. 

8) Pemberantasan korupsi yang meliputi: pengertian korupsi, dasar hukum 
pemberantasan korupsi, klasifikasi perbuatan korupsi, serta k-us-kasus 
korupsi yang telah dikenakan sanksi. 

9) Peran serta dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia yang 
meliputi: macam-macam gerakan atau organisasi anti korupsi, contoh 
peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak korupsi, serta sikap 
diri anti korupsi. 

10) Pemajuan, penghormatan dan penegakan yang meliputi: pengertian 
dan macam-macam HAM, upaya pemerintah dalam menegakan HAM, 
instrumen atau dasar hukum yang mengatur HAM dan peran serta 
masyarakat dalam menegakan HAM. 

1 1) Peran serta dalam penegakan HAM di Indonesia yang meliputi: proses 
pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM; pelanggaran dan 
penanganan kasus pelanggaran HAM; contoh prilaku pemajuan, 
penghormatan, dan penegakan HAM di Indonesia 

12) Instrumen hukum dan peradilan intemasional HAM yapg rneliputi: 
instrumen HAM intemasional, lgsus-kasus pel% aran HAM 
intemasional, proses dan sanksi pelanggaran HAM Raja Peradilan 
Intemasional. 



Bila diperhatikan materi pembelajaran pada semester pertama terlihat bahwa materi 

tersebut sudah menjums kepada terbentuknya warga negara yang memahami 

hakekat bangsa dan negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana dinyatakan 

dalam standar kompetensi pertama dalam PKn di SMA. Materi yang terkait dengan 

demokrasi adalah sistem hukum dan peradilan serta penegakan HAM, Materi ini 

jelas menunjang pembentukan prilaku demokrasi, kecuali bila guru yang membina 

pembelajaran ini tidak mengaitkan dengan konsep demokrasi, Peradilan yang bebas 

dan tidak memihak serta adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia adalah 

prinsip dalam demokrasi, Dibanyak negara demohasi materi ini juga diberikan 

dalam pembelajaran PKn. 

b. Pada semeter kedua ada 10 kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh siswa. Untuk 

mencapai kompetensi itu dikonstruksi materi pembelajaran yang terdiri dari: 

1) Dasar Negara dan Konstitusi yang meliputi; Pengertian dasar negara, 
Sejarah te jadinya Pancasila sebagai dasar negara, Fungsi pokok Pancasila 
. Pengertian konstitusi, Sejarah terjadinya konstitusi negara Indonesia. 
Fungsi konstitusi, Periodesasi konstitusi, dalam negara RI, , Hubungan 
dasar negara dengan konstitcsi 

2) Substansi konstitusi negara yang meliputi: 1. muatan konstitusi, 2. Sifat - 
sifat pokok konstitusi negara, Kedudukan konstitusi , Cara pembentukan 
konstitusi Cara mengubah konstitusi, . Amandemen UUD 1945 

3) Pembukaan UUD 1945 yang meliputi: Kedudukan pembukaan UUD 1945 
NKRI yang meliputi: Makna yang terkandung dalam Pembukaan W D  
1945, Pokok - pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945 

4) Perkembangan konstitusi Indonesia yang meliputi: Priode berlakunya 
konstitusi, fungsi dan tahapan perubahan ULJD 1945, kesepakatan dasar 
dalam melakukan perubahan, contoh sikap dan prilaku positif terhadap 
konstitusi. negara, serta Perbandingan konstitusi NKFU dengan Negara 
liberal dan Komunis 

5) Warga negam dan pewarganegaraan yang meliputi: dasar hukum yang 
mengatur warga negara. asas dan stelse dalarn kewarganegaraan. syarat 
menjadi warga negara, Cara memperoleh kewargmegarpan Inqppesiq 
serta ha1 - ha1 yang menyebabkan kehilangw kvwgmegqraan RI. 



6) Persamaan kedudukan warga negara yang meliputi: M a b a  penamaan 
kedudukan warga negara, Kedudukan warga negara dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bemegara menurut UUD 1945, Pentingnya 
persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupar! bermasyarakat, 
berbmgsa dm bernegars, Contoh prilalai vang maampilkan ~ ~ a a n  
kedudukan warga negara. 

7) Persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama, 
gender, golongan, budaya, dan suku. Peluang dan harnbatan - harnbatan 
untuk mewujudkan prinsip persamaan kedudukan warga negara dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 

8) Supra struktur dm infia struktur politik yang meliputi: Pengertian politik 
dan sistem politik, Cirilciri umum system politik, cara berpolitik melalui 
sypra stnjktur politik, Infia strubur politik Iqdonesia, 

9)  Sistern ~o l i t i k  Indonesia da" sistem politik di berbagai negara yang 
rnelputi: Dinamika politik di Indonesia, pelaksanaan sistem politik di 
Indonesia, serta sistem politik negara liberal dan komunis. 

10) Peran serta dalam sistem politik di Inonesia yang meliputi: Pengertian 
partisipasi politik, Bentuk- bentuk partisipasi politik, Faktor - faktor 
pendukung partisipasi politik, Peril&u politik yang benar dan 
bertanggungjawab sesuai aturan, peran serta secara aktif dalam sistem 
politik di Indonesia dan contoh prilaku politik 

Pada semester kedua materi pembelajaran PKn lebih menekankan kepada 

pengetahuan kenegaraan yaitu tentang struktur kehidupan negara yang diatur oleh 

konstitusi. Didalamnya dimuat tentang supra str&tur politik, inea struMur, 

hubungan warga negara dengan negara dan peran ideologi negara dalam kehidupan 

negara tersebut. Berkaitan dengan demokrasi terlihat materi tentang persamaan 

kedudukan dalam kehidupan negara dan peran serta warga negara dalam kehidupan 

negara. Hal ini menjadi prinsip dalam pembentukan negara yang dqpokatis. 

c. Materi Ajar untuk kelas XI semester 1 dispsun untuk mewujudkaq 11 kompetensi. 

Materi tersebut sebagai berikut: 

1) Pengertian dan prinsip-prinsip budaya si yang ~e l ipu t i :  macam- 
macam demokrasi, prinsipprinsip okrasi, Pafpqrtian budaya 
demokrasi, prinsip-prinsip budaya dem . . 

2) Masyamkat Madani yang rneliputi: p masyar*ht madani (civil 
society), ciri-ciri masyrakat madani, pr enuju m a s y p b t  madani ala 
Indonesia. I *  

- I .- . - 



3) Dernokrasi di Indonesia, meliputi: prinsip-prinsip dernokrasi Pancasila, 
pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak orde lama, orde baru, dan orde 
reformasi, pemilihan umum (pemilu) yang rnenyangkut dengan 
pengertian, tujuan, prinsip-prinsip dalam pelaksanaan pemilu, 

4) Prilaku yang mendukung terhadap tegaknya p r i n s i p - p h s  d e m o h i .  
5) Keterbukaan dan keadilan yang rnelimuti: pengertian keterbukaan dan 

keadilan, rnacam-rnacarn keadilan, rnakna keterbukaan dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara, ciriciri keterbukaan. 

6) Penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan yang rneliputi: 
Penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan, danpak 
Penye:enggaraan pemerintahan yang tidak transparan. 

7) Sikap keterbukaan dan keadilan yang meliputi: bentuk sikap yang 
mencerminkm keterbukaan dan keadilan, sikap keterbukaan dan keadilan 
dalarn kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Pada semester pertama tahun kedua materi pembelajaran PKn terfokus kepada 

budaya politik termasuk budaya demokrasi secara umurn. Khusus untuk Indonesia 

digambarkan juga bagaimana kehidupan demokrasi yang diharapkan dalam 

kehidupan rnasyarakat dan bagaimana pula realisasi kehidupan dernokrasi di 

Indonesia. Standar kompetensi yang diharapkan dengan materi ini adalah 

kemampuan menganalisis budaya politik di Indonesia, menganalisis budaya 

demokrasi menuju rnasyarakat madani, kemudian menampilkan sikap keterbukaan 

dan berkeadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Materi yang terkait 

dengan prinsip demokrasi dalam membentuk prilaku dernokrasi adalah prinsip- 

prinsip demokrasi, budaya demokrasi, keterbukaan, sikap dan prilaku yang sesuai 

dengan prinsip demokrasi. Pada semester ini juga'terlihat adanya materi tentang 

macam-macam keadilan yang juga mendukung terbentuknya prilaku demokrasi, 

namun materi ini sebaiknya diberikan semester sebelurnnya karena menyangkut 

dengan keadilan dan penegakan hukurn lebih banyak dibahas pada semester kedua 

tahun pertama. 

d. Materi untuk semester dua dengan 8 kompetensi dasar sebagai berikut: 



1) Hubungan Intemasional yang terdiri dari pengertian hubungan 
intemasional, pentingnya hubungan internasional bagi suatu negara, dan 
sarana-sarana hubungan intemasional. 

2) Perjanjian Intemasional yang melipti: makna pejanjian internasional, 
istilah-istilah perjanjian intemasional, dan tahap-tahap perjanjian 
internasional. 

3) Penvakilan diplomatik yang meliputi: penegrtian perwakilw diplomatik, 
tingkatan penvakilan diplomatik, dan perwakilan konsuler. 

4) Organisasi Intemasional yang meliputi: pengertian organisasi intemasional, 
macam-macam organisasi intemasional, peranan dan tujuan PBB, peranan 
dan tujuan ASEAN. 

5) Manfaat kejasama dan perjanjian intemasional yang meliputi: bentuk- 
bent& kerjasama dan perjanjian Indonesia dengan negara lain, hasil-hasil 
keiasarna dan perjanjian intemasional yang bermanfaat bagi Indonesia. 

6) Hukum dan peradilan Intemasional yang meliputi: konsep dasar hukum 
internasional, asas-asa~ hukum intemasional, sumber-sumber hulgum 
internasional, M e m b a g a  peradilan intemasional. 

7) Sengketa Internasional yang meliputi: sebab-sebab sengketa intemasional, 
cara menyelesaikan masalah-masalah (sengketa) intmasional - jasa-jasa 
baik, konsiliasi - komisi penyelidik - pewasitan (arbitrasi) Mahkamah 
Intemasional. 

8) Mahkamah Internasional yang meliputi; Mekanisme kerja Mahkamah 
Intemasional, dan keputusan Mahkamah Intemasional. 

Pada semester kedua tahun kedua materi pembe!ajm P&. iebih menekankan 

kepada hubungan negara dengan negara lain dalam kehidupan berbangsa dan 

bemegara. Dalam mewujudkan kehidupan aman, tenteram dan sejahtera dibutuhkan 

hubungan dan ke jasama dengan negara lain, apalagi dalam era globalisasi. Standar 

kompetensi yang ingin diwujudkan adalah a d a n ~ a  kemampuw menganalisis 

- hubungan intemFional dan organisasi intemasional temasuk sistem hukum dan 

J 
~cmdilan intemasionaf. Pada semester ini 

terlihat =a 
- " langsung materi Yang terkait dengan prinsip-prinsip demobas;. 

 mate^ pmbe'ajaran *elm ~n t u i  men,pai - 6 *ompetensi dasar 

adalah sebagai beriht: Semester 1 



1) Pancasila ~ebagaj  ideologi terbuka yang me!iputi: Rumusan Pancasi!% 
fungsi Pancasila, Pancasila sebagai dasar negara, dan Pancasila sebagai 
ideologi terbuka. 

2) Nlai-nT!ai Pancasi!a y w g  me!iputT: l'ancasi!a sebas-4. svmbe!: ni!ai, 
Pancasi!a sebagai pmdigna pe=bangrmm. 

3) prilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sikap positif terhadap 
Pancqila sebagai ideologi terbuka. 

4) Sistem Pemerintahan yang meliputi: Sistem pemerintahan presidensial dan 
parlementer, Ciriciri sistem pemerintahan parlementer dan presidensial. 

5 )  Sistem Pemeyinman Negara hdor?e~ia yang meliputi: ~jstem ~merintahan 
menurut UUD 1945 awal kemerdekaan, sistem pemerintahan menurut 
UUD 1945 setelah adanya pembahan. 

6) Pelaksanaan sistem pemerintahar! Lndonesia yang ~l?elipltti: ke!ebihar! 
sistem pemerintahan Indonesia, kelo~rangan sistem pemerintahan 
Indonesia, perbandingan pelaksanaan sistem pemerintahan Indonesia 
dengan negap Iain. 

Materi semester pertama kelas XI1 ini lebih banyak membicarakan secara 

megdalam tentang ideologi Pwcwila dan nilai-nilai ygng terdapat di dalamnya, 

Selain dari itu juga membicarakan tentang sistem pemerintahan negara secara 

umum dan sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan UUD 1945. Untuk 

melihat ketepatan sistem pemerintahan yang dija!ankan di Indonesia juga di 

perbandingkan dengan sistem pemerintahan negara lain. Pembenan materi ini 

dengan harapan terbentuknya sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi 

terbuka dan kemampuan mengevaluasi sistem peme~intahan negara Indonesia dan 

negara lain. Dua ha1 itulah yang menjadi standar kompetensi dari pembelajaran 

pada semester pertama ini. Materi semester ini lebih banyak menyangkut tentang 

nilai-nilai yang menjadi dasar moral bagi pelaksanaan prinsip demokrasi. 

f. Pada semester dua ada tujuh kompetensi dasar yang materinya sebagai berikut: 

1 )  Peranan Pers yang meliputi: ~ n e g e r t i a n  pers, hngsi pers, peranan perrs, 
dan perkembangan pers di Indonesia. 

2) Kode etik jurnalistik yang meliputi: kode etik, upaya-upaya pemerintah 
dalarn mengendalikan kebebasan pers. 



3) Kebebasan pers dan dampaknya yang meliputi: darnpak dari 
penyalahgunaan kebebasan pers/ media massa, manfaat media massa 
dalam kehidupan sehari-hari. 

4) Globaligisi yang meliputi: proses dan ~ p e k  globaliszgi, dampakdampak 
globa!i=i. 

5) Pengaruh globalisasi dalarrr bidang : ekonomi, sosial budaya, politik, dan 
hankam, pengaruh negara lain yang dir-akan Indonesia. 

6) Implikasi globalisasi terhadap bangsa dan negara Indonesia yang meliputi 
sikap selektif terhadap pengaruh globalisasi. 

7) Tulisan tentang globalisasi yang meliputi: lan&ah-langkah penulisan 
ilmiah, sistematika penulisan dan presentasi karya tulis. 

Jika ditelusun materi yang ada pada silabus mata pelajx2n Pm, ada dua 

standar kompetensi yang hendak diwujudkan dalam pemb~lajaran PKn pada 

semester kedua kelas XI1 ini yaitu kemampuan mengevala-qi p e w a n  pers dalam 

masyarakat d e m o h i  dan dampak gelobalisasi dalam kehidupan. Materi yang 
! 

dpersiapkan dalam pembelajaran menyangkut dengan pers, kode eiik pers 

dan kebebasan pers dan dampak-dampak globalisasi baik dalam kehidupan 

masyarakat, bangsa maupun dalam kehidupan bernegara. Materi semester ini sangat 
t 

terkait dengan prinsip kebebasan mengemukakan pendapat baik secara lisan 

aMupun secara tewlis. Prinsip ini inti dalam kehidupw yang (lemokatis. 

Melihat kepada sikap dan prilaku demokrasi siswa sekarang ini, guru-guru 
J .; 2 . 

PKn SMA kota Padang umumnya rnenginginkan adanya penatribahan materi ajar 
, -..->-:.- 

dalarn kurikum PKn yang sampai saat ini baru disampaikan/.:disinghng pada saat . 5 :; 
I 

pembelajaran materi yang terkait. Materi tersebut terutama,, berkenaan dengan 
& 

prosedur menyampaikan pendapat dimuka umum, etika menyampaikan pendapat 
! 

dan berkomunikasi, kesantunan dalam berbicara, serta peran' serta siswa dalam 

negara demokrasi. Dari angket yang diedarkan kepada sampel, guru, terlihat bahwa 



prosedur menyapaikan pendapat dan etika mendapat persentase c u b p  tinggi yaitu 

sekitar 60 %. Garnbaran lebih rinci seperti terlihat dalarn tabel 2 berikut ini: 

Tabel 2 
Materi yang perlu ditarnbahkan terkait dengan prilaku demokrasi 

D. Pembahasan 

Sesuai dengan tujuan penelitian ada dua ha1 yang menjadi fokus pembahasan 

dalam penelitian ini yaitu proses pengembangan materi p e m b e l a j q  dan materi 

pembelajaran tersebut. 

1. Proses Pengembangan materi pembelajaran 

Proses pengembangan materi pembelajaran diawali dengan pengembangan 

SK dan KD kedalam indikator dan tujuan pembelajaran. Sementara SK dan KD 

ditetapkan secara nasional oleh Departemen Pendidikan nasional melalui komisi 

kurikulum. Cara ini merupakan cara paling tepat dalam pelaksanaan 

pembelajaran PKn karena mata pelajaran PKn adalah mata pelajaran yang 

membentuk pengetahuan dan watak warga negara dalarn wadah negara kesatuan 

F 

19 

18 

3 

I 
2 

11 
3 0 

Sampel 

30 

30 

30 

3 0 
30 

3 0 

No 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

Persen- 
tase 
63,33 

60 

10 

3,33 
6,67 

36,67 

Jenis materi pembelajaran 

Materi tentang prosedur menyampaikan 
pendapat 
Materi tentang etika menyampaikan 
pendapat dan bekomunikasi dengan 
masyarakat 
Cara menyarnpakan pendapat secara 
santun 
Budi pekerti 
Peran serta siswa dalam negara 
demokrasi 
Tidak mengemukakan pendapatnya 
Jumlah 



RI. Kesadaran berbangsa dan bernegara akan lebih meningkat rnelalui 

pernbelajaran PKn ini. Bila penetapan Standar Kompetensi clan Kompetensi Dasar 

dilakukan sea-a sektoral akar. menimbulkan ptxbedaan h r i b l u r n  disuatu 

daerah dengan daerah lainnya. Perbedaan tanpa dukungan kesadaran berbangsa 

akan rnernicu konflik dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Dibanyak 

negara dernokrasi seperti Amerika Serikat prinsip ini juga dipakai, misalnya 

melalui Center for Civic Education funded by the US. Department of Education 

and The Pew CharitobleTrusts. Sedangkan di Australia melalui program 

Discovering Democracy. 

Pengembangan KD ke dalam indikator dan tujuan dilakukan oleh guru 

dalam wadah MGMP yang keberadaanya dalam satu kabupaten. Selain bertujuan 

untuk membantu guru dalam mengembangkan kurikuium juga untuk 

mengantisipasi perbedaan suasana lingkungan dan kebutuhan daerah. Dilihat dari 

kematangan dan prinsip relevansi cara ini jelas mempakan suatu kebutuhan, sebab 

proses pematangan dan prinsip relevansi lebih mudah tercapai bila dibicarakan 

secara komprehensif. 

Proses pengembangan SK dan KD kedalarn indikator dan tujuan 

pernbelajaran dilakukan oleh guru- dengan mernpedornani rnateri pelajaran yang . 

ada dalam buku-buku teks tanpa melakukan analisis terhadap SK dan KD. 

Sehamsnya gum melakukan analisis kurikulum terlebih dahulu diantaranya 

menganalisis SK dan KD itu. Guru hams mencari konsep apa saja yang terkandung 

dalam generalisasi yang muncul dari Standar Kornpetensi dan kornpetensi dasar 

yang ada dalam kurikulum. 



1 Tahap ketiga pengembangan tujuan pembelajaran kedalam materi 

I 
pembelajaran yang dilakukan oleh guru yang bersangkutan merupakan langkah- I 

I 

I 
I 

langkah operasimai yang sangat terkait dengan tingkat kepyfesionalnya guru. 

I Wawasan dan pengalaman guru sangat berperan dalam tahap ini. Perbedaan 

1 individual guru akan mempengamhi substansi konstruksi maten pembelajaran. 
I 

I 
I Namun di kota Padang tidak terlihat secara nyata perbedaan-perbedaan tersebut. 

I Hal ini menunjukan interaksi dan komunikasi guru sesamanya cukup berjalan 
I 

dengan baik. Dalam pengertian lain menunjukan bahwa kebersamaan dalam 
1 

I 
pelaksanaan pembelajaran PKn cukup baik di Kota Padang. Namun dalam 

I kebersamaan tersebut terlihat juga aspek negatihya yaitu materi pembelajaran yang 
I 

telah dirumuskan dalam RPP ditiru stau dicopy saja oleh guru lain dari RPP 

temannya tersebut. 

I 2. Materi Pembelajaran PKn 

Materi pembelajaran PKn di SMA kota Padang pada dasanlya diawali dengan 

materi tentang bangsa dan negara yang kemudian dilanjutkan dengan kelengkapan 

negara seperti kelembagaan negara, ideologi bangsa dan negara, sistem politik dan 

I sistem pemerintahan. Materi tersebut merupakw mated esensia! yang h w s  

diterima siswa sebelum masuk kedalam materi tentang d e m o h s i .  Materi bagian 

awal ini mendasari materi tentang demokrasi. Semua warga negara dituntut untuk 

I melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupannya baik kehidupan 

I berbangsa ataupun bernegara. Setelah itu materi PIQi memuat pnnsi-prinsip 

demokrasi dimana prinsip-prinsip tersebut tersebar ke dalam tahapan semester 

I yang diikuti oleh siswa. Hampir setiap semester ada materi pembelajaran yang 



terkait dengan d e m o b i .  Namun demikian materi p~mbelajaran itu dalam reali-i 

kelihatannya se akan- akan berdiri sendiri dan tidak terkait satu sarna lain. Untuk 

. . t ewjunya .  p r i l a b  d e m o b i  mateti pembe!ajm PKn y m g  te rb i t  dengar! 

demokrasi harus berdekatan. Bahkan yang lebih baik itu adalah terpadunya berbagai 

kegiatan menuju kehidupan yang demokratis d a b  n e g q  persaturn dm kewtuan 

bangsa. Bila dilihat dari soko gurunya demokrasi ternyata sebagian besar materi 

PKn SMA di Sumatera Barat telah tercakup oleh sokogurunya d e m o b s i ,  Soko 

guru demokrasi yang tidak terlihat secara nyata dalam materi PKn SMA 

diantaranya : kekuasaan mayoritas dan hak-hak minoritas, pluplisme sosial 

ekonomi dan politik. 

Bila disimpulkan materi PKn, yang terkait langsung dengan prinsip demobasi 

adalah: persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, jaminan hak asasi 

manusia, peradi!an bebas yang tidak memihak, kebeba~an mengemukakan pendapat 

secara lisan dan tertulis, kebesan berorganisasi, d m  pemilihan umum. Sedangkan 

materi laimya lebih bersifat penunjang dari p e l a k s a n e  pyinsip d e m o l g ~ i  d a l e  

kehidupan bernegara. Selain dari itu bila dilihat dari pemanfaatan materi tersebut 

lebih banyak dalam kehidupaq bernegara dan berbangsa. Hanya sebagim keci! saja 

dalarn kehidupan bermasyarakat dan kehidupan kelompok kecil atau individui 

pribadi. Materi yang terkajt dengan prosedur bagaimana mengemukakan pendapat 

atau berorganisasi yang baik belum terlihat secara nyata dalam materi PKn. di 

SMA. Begitu juga materi tentang pengambilan keputgsan dalaq sistem d e m o m i  

masih belum terlihat dengan nyata, seperti cara mengemukakan pendapat, cara 

mengambil keputu~an, cam bermu~yawarah. Mu~yawarah mufakat dengan suara 



bulat merupakan prinsip atau nilai demokrasi yang berakar d a l p  kehidupan 

masyarakat bangsa Indonesia. Tetapi dalam realita pembelajaran PKn baru berupa 

penyampaian konsep da:m ke l s  hiurn  lagi pada tataran aplikasi. 

Materi yang memuat prinsip-prinsip denlokrasi dalarn materi pembelajarm 

PKn terlihat tersebar pada lima semester dan satu semester tidak memuatnya. 

Penyebaran semacam itu kurang bahkan tidak mendukung kearah pembentukan 

prilaku demokrasi tersebut, karena kesemua prinsip-prinsip d e m o m i  itu saling 

terkait dan dalam realisasinya tidak bisa dipisahkan. Sebagai contoh dapat 

dikemukakan kemerdekaan mengemukakan pendapat dapat direaliseikan dalam 

kehidupan masyarakat yang mempunyai kedudukan yang sama dan mempunyai 

wadah untuk itu. Wadah itu adalah media rnassa atau pada wadah organisasi siswa 

di sekolah. Pengambilan keputusan baik dengan musyawarah mufakat ataupun 

dengan suara terbanyak mesti dalam wadah tertentu yang dalam wadah itu semua 

anggota mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Selagi prinsip- 

prinsip itu diberikan pada tenggang waktu yang j a ~ h  akan sulit diharapkan 

te~rujudnya prinsip-prinsip demokrasi siswa dalam prilaku yang utuh. 

Setelah melihat secara keseluruhan materi pembelajaran PKn di SMA ternyata 

sudah mengacu kepada komponen kurikulum yang ditetapkan secara nasional. 

Selain dari itu kelihatannya juga tidak terlalu banyak bedanya dengan materi umum 

Civic Education di negara-negara lain. Bila kita diskusikan dengan pendapat ahli 

lain ternyata materi pembelajaran PKn sudah mengarah kepada pembentukan warga 

negara demokratis sebagaimana dikatakan Sapriya dan Udin S. Winataputra (2006: 

1.1) pada hakekatnya proses pembentukan karakter bangsa diharapkan mengarah 



kepada penciptaan suatu masyarakat Indonesia yang menempatkan demokrasi 

dalarn kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai titik sentral. Usaha ini 

merupakar. tuntutm yang tidak dapzt ditawar lagi sebagdmma dikatakm. Zammni 

(1998: 5) "guna menjarnin terwujudnya masyarakat demokratis, pendidikan 

demokrasi mutlak diperlukan. Pendidikan demokrasi brtujuan untuk 

mempersiapkan warga masyarakat yang berfikir kritis dan bertindak demokratis". 



BAB V 

PENUTUP 

A, Kesimpalan 

Berdasarkan temuan penelitian yang dideskripsikan pada bab sebelumnya dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Guru-guru PKn telah mengembangkan materi pembelajaran sesuai dengan tuntutan 

komponer~ kurikulum yang ditetapkan secara nasional. SK dan KD sudah 

dikembangkan kedalam indikator dan t-sjuan pembelajaran dan dilanjutkan dengan 

penembangan materi pembelajaran. Wadah untuk pengembangan materi te~sebut 

adalah MGMP dan KKG. Kedua wadah tersebut terlihat cukup berfungsi dan sangat 

membanty guru dalam mengembangkan materi pembelajaran. Keaktifan MGMP 

terlihat dengan telah berhasilnya mengembangkan materi ajar kedalam bentuk buku 

ajar. Modul PKn. Kei-jasama guru dalam pembelajaran PKn cukup baik terutama 

dalarn mempersiapkan bahan pembelajaran. Namun demkian dalam mengembangkan 

SK dan KD terlihat belum dlakukan analisis SK dan KD itu secara lebih mendalam. 

2. Materi Pembelajaran PKn SMA Kota Padang spqqh mengacu kepada kurikulum 

tingkat nasional dan materi yang dikembangkan itu menempatkan demokrasi sebagai 

titik sentral. Dari enam semester pembelajaran PKn di SMA hanya satu semester 

yang tidak memuat prinsip-prinsip demokrasi. Namun demikian materi itu juga 

memberikan dasar untuk terlaksananya prinsip-prinsp demokrasi. Bila dibandingkan 

dengan materi pembelajaran Civic educatin atau PKn di negara lain terutarna dinegara 

-negara maju seperti Amerika Serikat dan Australia ternyata prinsip-prisip umurnnya 

tidak jauh berbeda. 



1 B. Saran 

Berdasarkan temuan penelitian dapat disarnpaikan saran sebagai berikut: 

1. Disarankan dalam mengembangkan rnateri pembelaj- W-ZJru PKn 

diharapkan menganalisis lebih jauh SK dan KD yang sudah ditetapkan secara 

nasional. Selairi dari itu juga menjalin kerjasama yang baik dengan berbagai 

kornponen pendidikan (Stakeholder) dalam melakukan pengembangan kurikulum, 

termasuk dengan Perguruan Tinggi. 

2. Proses pengernbangan materi pernbelajaran hendaknya juga mernperhatikan 

proses berfikir induktif karena yang diharapkan dalarn pembe1ajara.n P&I juga 

berkembangnya kreativitas dan aktivitas siswa dalarn kehidupamya. Selain dari 

kehidupan berbqp~sg d m  bernegara. 
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